
BUPATI SAMBAS 

PRO VINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 

NOMOR 63 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 58 TAHUN 2019 
TENTANG TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang : a. bahwa sewa Barang Milik Daerah sebagai salah satu 
unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan kepada masyarakat yang 
pelaksanaannya berdasarkan Pancasila yang 
berkeadilan sosial; 

b. bahwa pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah yang 
semakin berkembang belum didukung dengan 
pengaturan yang komprehensif sehingga perlu 
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar 
dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, 
efektif, dan efisien; 

c. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah sehingga Peraturan Bupati 
Sambas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Sewa Barang Milik Daerah perlu dilalcukan 
perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah; 

Mengingat 

	

	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 



tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 



Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Nomor 45); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 
2023 Pajak Daerah dan. Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 
Nomor 79); 

10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 58); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 58 TAHUN 2019 
TENTANG TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 58) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

(1) Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna 

Barang kepada Bupati; 
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 

Pengguna Barang; dan/atau 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meliputi ruang di 
bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah. 

(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

(4) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah 
mendapat persetujuan dan i Pengelola Barang. 

(5) Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi: 
a. badan usaha milik negara/daerah; 
b. perorangan; 
c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah, dan/atau 
d. badan usaha lainnya. 



(6) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi: 
a. persatuan/perhimpunan pegawai ASN/Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
b. persatuan/perhimpunan istri pegawai ASN/Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 
c. unit penunjang kegiatan lainnya. 

(7) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, 
antara lain: 
a. persekutuan perdata; 
b. persekutuan firma; 
c. persekutuan komanditer; 
d. perseroan terbatas; 
e. lembaga/ organisasi internasional/ asing; 
f. yayasan; atau 
g. koperasi. 

(8) Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada Pihak Lain, 
dengan persetujuan: 
a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; atau 
b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 
(9) Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan 

dengan ketentuan: 
a. jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai dengan 

berakhirnya jangka waktu Sewa; 
b. dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang memiliki kelompok 

jenis usaha yang sama dengan penyewa; 
c. penyewa menyampaikan informasi tertulis atas pelaksanaan 

penerusan Sewa; 
d. pemilihan pihak penerima penerusan Sewa dilakukan oleh 

penyewa; dan 
e. pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat melakukan 

penerusan Sewa Barang Milik Daerah kepada Pihak Lainnya. 

2. Ketentuan Pasal 6 dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah lebih dan i 1 (satu) tahun 
sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan 
dapat diperpanjang. 

(2) Pelaksanaan Sewa dengan jangka waktu kurang dan i 1 (satu) tahun 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat lebih dan i 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 
untuk: 
a. kerja sama infrastruktur; 
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu 



Sewa lebih dan i 5 (lima) tahun; atau 

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. 
(4) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dalam rangka kerja sama 

infrastruktur, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling 
lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

(5) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan lebih dan i 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

(6) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan lain dalam 
Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
dilakukan: 
a. mengikuti ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Undang-

Undang; atau 
b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal jangka waktu tidak 

diatur dalam Undang-Undang dan dapat diperpanjang. 
(7) Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(8) Kegiatan dengan karakteristik usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati. 
(9) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan lain dalam 

Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a 
termasuk di dalamnya adalah pemberian sewa tanah dalam bentuk 
rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan. 

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati antara 
lain: 
a. untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 

dan 
b. untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan. 
(2) Besaran Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah besaran nilai nominal Sewa Barang Milik Daerah 
yang ditentukan. 

(3) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk Kerja Sama 
Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang 
memerlukan waktu Sewa lebih dan i 5 (lima) tahun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan 
nilai keekonomian dan i masing-masing jenis infrastruktur. 

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) antara lain dengan mempertimbangkan daya 
beli/kemampuan membayar masyarakat dan/atau kemauan 
membayar masyarakat. 

(5) Besaran. sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan hasil perkalian dan: 
a. tarif pokok sewa; dan 
b. faktor penyesuai sewa. 



5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 

(1) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (5) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai 
wajar atas Sewa dan i hasil Penilaian oleh Penilai. 

(2) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (5) huruf a berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan 
tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai. 

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 10 

(1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(5) huruf b meliputi: 
a. jenis kegiatan usaha penyewa; 
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan 
c. periodesitas Sewa. 

(2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dalam persentase. 

7. Ketentuan Pasal 13 dihapus. 

8. Ketentuan Pasal 14 dihapus. 

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15 

(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan sebesar 
100% (seratus persen). 

(2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikecualikan terhadap: 
a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai ASN; 
b. pelaku usaha perorangan berskala mikro clan kecil; atau 
c. perorangan atau kelompok yang melakukan pengolahan lahan 

milik Pemerintah dalam bentuk pertanian maupun perkebunan 
dengan skala kecil maksimal 1 Ha untuk perorangan dan 
maksimal 10 Ha untuk kelompok. 

(3) Faktor penyesuai Sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sebesar: 
a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder; 
b. 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; atau 
c. 25% (dua puluh lima persen) untuk penyewa sebagaimana 

dikategorikan ayat (2) huruf b dan huruf c. 
(4) Dalam hal objek sewa BMD berupa rumah produksi bersama dani 

hasil tugas pembantuan, faktor penyesuai sewa sebesar 0% (nol 
persen) dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. mitra pemanfaatan merupakan koperasi yang telah terdaftar 

sebagai pengelola rumah produksi bersama sesuai dengan 



ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. belum menghasilkan laba bersih; dan 

c. mitra pemanfaatan koperasi menyampaikan laporan keuangan 
yang telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan 
usaha nonbisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b 
ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% 
(lima puluh persen). 

(6) Dikecualikan dan i ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
terhadap: 
a. peruntukan 	Sewa 	yang 	diinisiasi 	oleh 	Pengelola 

Barang/Pengguna Barang untuk mendukung tugas dan fungsi, 
faktor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas 
persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan 
dokumen pendukung berupa surat pernyataan inisiasi dani 
Pengelola Barang/Pengguna Barang; atau 

b. sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan anggota keluarga Pegawai ASN dan pegawai 
penunjang, faktor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 10% 
(sepuluh persen) serta pada saat pengajuan permohonan 
melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan dani 
Pengguna Barang. 

(7) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan 
usaha sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar 
2,5% (dua koma lima persen) dengan menyertakan dokumen 
pendukung dan i instansi dan/atau pihak terkait yang paling sedikit 
menjelaskan jenis kegiatan usaha yang dijalankan berupa jenis 
kegiatan sosial pada saat mengajukan permohonan. 

(8) 

	

	Dikecualikan dan i ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana 
dan prasarana penunjang peribadatan. 

(9) Besaran faktor penyesuai Pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan 
berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang 
peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebesar 0 % (nol 
persen). 

(10) Kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan 
prasarana penunjang peribadatan dengan besaran faktor penyesuai 
sebesar sebesar 0 % (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(9), dilakukan tanpa Penilaian. 

(11) Pembayaran uang Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dengan jangka waktu 
Sewa lebih dan i 1 (satu) tahun sebagai berikut: 
a. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang 

dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa; 
b. sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran 

Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka 
waktu 2 (dua) tahun; 

c. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang 
berjangka waktu 3 (tiga) tahun; 



d. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran 
Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka 
waktu 4 (empat) tahun; 

e. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang 
berjangka waktu 5 (lima) tahun; 

f. sebesar 140% (seratus empat puluh persen) untuk pembayaran 
Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka 
waktu 6 (enam) tahun; 

g. sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang 
berjangka waktu 7 (tujuh) tahun; 

h. sebesar 150% (seratus lima puluh persen) untuk pembayaran 
Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka 
waktu 8 (delapan) tahun; 

i. sebesar 155% (seratus lima puluh lima persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang 
berjangka waktu 9 (sembilan) tahun; dan 

j. sebesar 160% (seratus enam puluh persen) untuk pembayaran 
Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka 
waktu 10 (sepuluh) tahun. 

(12) Dalam hal besaran faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan tanpa Penilaian. 

10. Di antara Pasal 15 dan 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 15A 
dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15A 

(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur transportasi 
sebesar: 
a. 1 % (satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) untuk 

pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan/atau danau; dan 
b. 1 °A) (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) 

untuk bandar udara, terminal, dan perkeretaapian. 
(2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur jalan sebesar 

7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). 
(3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur sumber daya 

air dan pengairan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% 
(lima puluh persen). 

(4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air minum 
sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen). 

(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air limbah 
sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). 

(6) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur telekomunikasi 
dan informatika sebesar 4% (empat persen) sampai dengan 16% 
(enam belas persen). 

(7) Dalam hal objek Sewa berupa tanah tidak tersedia sarana/jalur 
jaringan utilitas terpadu, besaran faktor penyesuai untuk 
infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 0% (nol 



persen).  

(8) Besaran 	faktor 	penyesuai 	Sewa untuk infrastruktur 
ketenagalistrikan sebesar: 
a. 0% (nol persen) untuk pembangkit listrik: 

1. minihydro dan mikrohydro (< 10 MW); dan 
2. tenaga air; 

b. 1% (satu persen) untuk pembangkit listrik selain sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a; 

c. 1% 	(satu persen) 	untuk 	jaringan 	transmisi 
tenaga Listrik; dan 

d. 0% (nol persen) untuk jaringan distribusi tenaga listrik. 
(9) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur sarana 

persampahan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua 
puluh persen). 

(10) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur minyak 
dan/atau gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 
90% (sembilan puluh persen). 

(11) Dalam hal besaran faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf a, dan 
huruf d, dilakukan tanpa Penilaian. 

Pasal 15B 

(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan besaran faktor 
penyesuai Sewa dengan persentase tertentu berdasarkan 
permohonan: 
a. penyewa kepada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah 

pada Pengelola Barang; atau 
b. penyewa kepada Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah 

pada Pengguna Barang. 
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penugasan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bencana alam; 
c. bencana nonalam; atau 
d. bencana sosial. 

(3) Besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 
50% (lima puluh persen). 

(4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b sampai dengan huruf d, besaran faktor penyesuai dengan 
persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 
sejak ditetapkannya status bencana oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sampai dengan 2 (dua) tahun sejak status 
bencana dinyatakan berakhir. 

(5) Selain besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal kondisi bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Sewa berjalan yang 
telah lunas pembayaran uang sewanya dapat diberikan 
penambahan jangka waktu Sewa paling lama 2 (dua) tahun setelah 
berakhirnya jangka waktu Sewa. 



(6) Pelaksanaan penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan: 
a. mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (3) dan ayat (4); 
b. penyewa tidak dikenakan kewajiban pembayaran Sewa selama 

masa penambahan jangka waktu Sewa; 
c. tidak ada perubahan pihak Penyewa; dan 
d. perubahan perjanjian Sewa yang ditandatangani para pihak yang 

terikat dalam perjanjian. 

(7) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), 
penyewa mengajukan permohonan yang dilampiri: 
a. surat pernyataan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan 

terdampak atas kondisi bencana; dan 
b. laporan keuangan dalam bentuk sederhana yang 

menggambarkan dampak atas kondisi bencana. 

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 16 

(1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian Sewa 
yang ditandatangani oleh penyewa dengan: 
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengelola Barang; dan 
b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 
(2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 

memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; 
d. tan.ggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 

pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; 
e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan 

kategori bentuk kelembagaan penyewa; 
f. hak dan kewajiban para pihak; dan 
g. hal lain yang dianggap perlu. 

(3) Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Perjanjian Sewa untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk 
akta notaris. 

(5) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya 
persetujuan Sewa. 

(6) Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai 
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
Sewa batal demi hukum. 

(7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa 



ditanggung penyewa.  

(8) Format perjanjian sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 17 

(1) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan 
seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah. 

(2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai 
sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah. 

(3) Selain pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus sebagaimana 
pada ayat (1), dalam hal pembayaran uang Sewa secara periodesitas 
dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (11). 

(4) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai 
kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening 
kas umum daerah. 

(5) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu 
dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dani 
perjanjian Sewa. 

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 18 

(1) Selain penyetoran uang Sewa secara tunai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah 
dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola 
Barang atas: 
a. Sewa untuk penyediaan infrastruktur; dan/atau 
b. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat 

khusus. 
(2) Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain Sewa 
Barang Milik Daerah yang nilai sewanya barn dapat ditentukan 
setelah pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut berjalan. 

(3) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan kepada Bupati. 

(4) Penyetoran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Sewa. 

(5) Pembayaran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam hal penyewa membuat surat 
pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap. 

(6) Penyetoran uang Sewa untuk penyediaan infrastruktur dilakukan 
secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilakukan dengan: 
a. pembayaran tahap pertama dilakukan paling lambat sebelum 

penandatanganan perjanjian dengan jumlah paling sedikit 
sebesar: 



a. 5% (lima persen) dan i total uang Sewa; atau 
b. perhitungan uang Sewa untuk 2 (dua) tahun pertama dani 

keseluruhan jangka waktu Sewa; dan 
b. pembayaran tahap berilcut sebesar sisanya dilakukan secara 

bertahap sesuai perjanjian. 
(7) Pembayaran uang Sewa tahap berikutnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan nilai 
waktu dan i uang dan i setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran 
Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5). 

(8) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat meminta 
masukan dan i Penilai. 

(9) Penyetoran uang Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan 
karakteristik/sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan secara bertahap sepanjang penyewa tidak 
memiliki kemampuan yang cukup dan i aspek finansial dibuktikan 
dengan surat pemyataan dan i penyewa. 

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 19 

(1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dapat diperpanjang dengan 
persetujuan: 
a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 
(2) Penyewa dapat mengajukan 

waktu Sewa kepada: 
a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna 

Barang. 
(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan perpanjangan 
hams disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum 
berakhirnya jangka waktu Sewa. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan 
melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama 
kali. 

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan 
mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru. 

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 
a. karakteristik jenis infrastruktur; 
b. kebutuhan penyediaan infrastruktur; 
c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam 

peraturan perundang- undangan; dan 
d. pertimbangan lain dan i Bupati. 

permohonan perpanjangan jangka 



15. Ketentuan. Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 24 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan 
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dani 
calon penyewa. 

(2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, Pengelola 
Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang 
menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang diajukan untuk disewakan. 

(3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai 
Publik untuk melakukan Penilaian objek sewa guna memperoleh 
nilai wajar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
yang akan disewakan. 

(4) Hasil Penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1). 

(5) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh 
Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(6) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada 
APBD. 

(7) Dalam hal terdapat usulan Sewa dan i beberapa calon penyewa dalam 
waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa 
dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan 
pemeliharaan Barang Milik Daerah serta usulan Sewa yang paling 
menguntungkan Pemerintah Daerah. 

(8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan Sewa Barang 
Milik Daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan. 

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 25 

(1) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang 
diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian 
kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(8) 

(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati 
menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan 
permintaan Sewa dengan disertai alasan. 

(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati 
menerbitkan surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan. 

(4) Surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 



sedikit memuat:  

a. data Barang Milik Daerah yang akan disewakan; 
b. data penyewa; dan 
c. data Sewa, antara lain: 

1. besaran Sewa; dan 
2. jangka waktu. 

(5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan 
nilai hasil perhitungan berdasarkan tarif pokok Sewa dan faktor 
penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5). 

(6) Apabila usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa lebih 
besar dan i hasil perhitungan besaran Sewa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (5), maka besaran Sewa yang dicantumkan dalam 
surat persetujuan Sewa sebesar usulan besaran Sewa dan i calon 
penyewa. 

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 27 

(1) Pengajuan permohonan Sewa oleh calon penyewa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 berlaku mutatis mutandis 
terhadap pengajuan permohonan Sewa oleh calon penyewa pada 
Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 
permohonan Sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Pengguna Barang melakukan Penilaian terhadap Barang Milik 
Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain 
tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan. 

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh: 
a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk Barang Milik 

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau 
b. tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai, 

untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau 
bangunan. 

(5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil Penilaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna 
Barang mengajukan usulan permohonan Sewa Barang Milik 
Daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan. 

18. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 30 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 
yang diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (5). 

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 



Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna 
Barang yang mengajukan Sewa. 

(3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan 
Penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai Sewa apabila 
Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa: 
a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak 

mencerminkan kondisi peruntukan Sewa; atau 
b. estimasi besaran Sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan 

kondisi pasar. 
(4) Hasil Penilaian berupa nilai wajar atas nilai Sewa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a dalam 
penghitungan besaran Sewa. 

(5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan Barang 
Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau ban.gunan, Pengelola 
Barang melakukan penelitian atas besaran Sewa yang diusulkan 
oleh Pengguna Barang. 

(6) Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan berpedoman pada standar Penilaian dan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(7) Hash l Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan 
oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan 
penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan 
besaran Sewa. 

(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 31 

(1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan 
Sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil 
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan 
kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (7). 

(2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Pengelola Barang mengajukan penetapan besaran Sewa kepada 
Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan 
penyewaan.. 

20. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 32 

(1) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Sewa 
yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak 
yang mengajukan permintaan Sewa dengan disertai alasan. 

(2) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan Sewa yang 
diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (5), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan 



(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit memuat: 
a. data Barang Milik Daerah yang akan disewakan; 
b. data penyewa; dan 
c. data Sewa, antara lain: 

1. besaran Sewa; dan 
2. jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa. 

(4) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak 
disertai data calon penyewa, maka persetujuan Sewa tidak perlu 
disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b. 

(5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau 
bangunan merupakan hasil perhitungan tarif pokok Sewa dan 
faktor penyesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5). 

(6) Dalam hal usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa 
dan/atau Pengguna Barang lebih besar dan i hasil perhitungan 
besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka besaran 
Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa sebesar 
usulan besaran Sewa dan i calon penyewa dan/atau Pengguna 
Barang. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 25 November 2024 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

SATONO 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 25 November 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

FERY MADAGASKAR 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 83 

Salinan sesuai dengan Aslinya 
KEPALA B IAN HUKUM, 

SH 
NIP. 19780506 200502 1 004 
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